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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKA}I KAtsUPATEN SAROLA}iGUN
NOMOR ltrI /DISDIK/20I6

TENTANIG

TZIN OPERASIONAL/PENYELENGGAIITLI{ SATUA}{ PENDIDIKANT A}iAK USIA DINI
( PAUD ) SARI PERTAMA KECAh4ATA}I BATHIN VItr.

Menimbang : a.

Mengingat: 1.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

bahwa pendidikan anak usia dini @AUD) merupakan pendidikan yang sangat
mendasar dan sangat menentuka[ bagr perkembangan anak dikemudian
hari,yang merupakan pendidikan pertama dan utama bagi tumbuh kernbang
manusiaPAUD merupakan peletak dasar pertumbuhan perkembangan
fisik,social,ekonomi,bahasa dan komunikasi sesuai dengan keunikan
perkembangan anak usia dini dengan tujuan terwujudnya anak usia dini yang
cerdas,sehat,ceria"dan berakhtak muLia serta memitiki kesiapan baik fisik
maupun mental dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf 4perlu
rnenetapkan keputusan Kepala Dinas tentang Izin operasionalr?enyelenggara
Satuan Pendidikan Anak usia Dini sari pertarna Kecamatan Bathin vI[.-
Undang Undang Nomor 8 tahun 1974 tefiartg pokok pokok Kepegawaian( lembara' Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nornor 55Jilrbatran
r-embman Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah
9:"q* undang -Undang Nomor 43 Tatrun tlls tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 (lembaran Negara neputtit< Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tarnbahan lembaran Neg'ara Repubtik Ind.onesia
Nomor 3890);

T entang P enyelenggaruan Negara y *g
i dan Nepotisme (Lembaran Negara
r 75, Tarnbahan Lembaran Negara

Bepubtriklndonesia N omor3 85 1 ) ;

r 14 Tahun 2000 tentang perubahan

Undang-undangNomor 32 Tahrur 2004 Tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rep*blik Indonesia Tahun 2004 Nomor l25,Tarnbahan
J-ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beborapa kali diubah terakhir dengan undang -undang Nimorl2 Tahun 200g

Nomor 32 Tahun 2004tentang
lik Indonesia Tahun 2008

epublik Indonesia Nomor 4844);

2.

4.

DINAS PENDIDIKAN



5.

7.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Prftlik (Lerrbaran
Negara Republik Indonesia Tahlrn 2009 Nomor 1l2,tambahan lembaran negara

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Perdidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahm 2005 Nomor
4l,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4496);

Peraturan pemaintahNomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan
Penerapan Standar Pelayanan Mnimal (Lembaran Negra Republik Indonesia
Tahr.m 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahrn 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antarm Pe,merintahPe,merirfahan Daffih Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negam Repubtik Indonesia
Tahun 2007 Nomor S2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintarh Nomor 17 Tahun 2010 Tentmg pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikm (lembaran Negara republik Brdonesia tahun 2010
nomor 23,tambthtn trembaran Negara republik Indonesia nomor
5l05)sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun
2010 tentang perubahan atas peratran nomor 17 tahun 2010 tentang
pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (embaran Negara republic
Indonesia tahun 20tr0 nomor Sg,tarubahm trerubaran Negara re,publik fudonesia
tromor 4741)

Peraturan daerah kabupaten Sarolangun nomor 03 tahun 2008 tentang susunan
organisasi daratata kerja dinas daerah kabupaten Sarolangun (embaran daerah
kabupaten sarolangun tahun 2008 nomor O3)sebagaimana telah beberapa kali
diubah teral&ir dengan peratman daerah kabupaten Sarolangtul llorpor 3 talnm
20L2 tffitfrng perubahm kedua atas perahran daerah kab-upaten Sarolangrm
nomor 03 tahun 2008 temtang susunau organisasi dan tatakerja dinas a"n*
kabupaten Sarolangun (Lembaran daerah kabupaten Sarolangun tahgn 2012
nomor 3)-

Peraturan Menteri PendidikanNasional Nornor 58 Tahuo 2009 Tentang Standar
Pendidikan Anak Usia Dini;

Mou Mendiknas dengan Gubenrur dan para Bupati seprovinsi Jambi
Taaggal 10 Maret 2006 Tentang Kesepakatan Penyediaan dana pendidikan
antara pemerintah Pusat dan KabupatenlKota;

visi danMisi PemerinJahKabupaten sarolangun Tahun2011 s.d 2al6yrrrg
bertekad meajadi Kabupatea Sarolangrrn y*g t"uih Maju dan Sejahtera;

MEMUTUSKAI{:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTA}IG IZIN OPERASIONAU
PENYELENGGAIU{,A]V SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DIM
( PAI-]D ) SARI PERTAMA KECAMATAN BATHIN \rltr.

9.

10.

Memperhatikan: a.

Menetapkan :

b.



1

t

KESATU

KEDUA

KETIGA

Memberikan Tzin operasional/Penyelenggmaan satuan Pendidikan

AnakUsiaDiniKePada :

Nama Lembaga
Nanrapenanggulg Jawab

Pekerjaan
Kewarganegataan
Alamat

J an$a Waktu berlaku Izin

PAUD Sari Pertama
Saripah Aini
Pengelola
Indonesia
Desa Rantau Gedang Kec.Bathin VIII
Kab.Sar,olangun
2 (Dw) Tahun

pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada dikhlm kesatu akan dicabril,apabila

tedadi pelanggaran u:t"t k t*t *-k"t*to* penyelenggara{m peadidikan anak

usia dini sebagaimana diatur dalarn pedoman teknis penyelenggatmrlkelompok

berrnaia dfuektorat jendral pendidikan anak usia dini,non forrnal dan informal

kemenilian pendidikan.

: Keputusan ini bedaku sejakknggat ditetapkatr

AMA MUDA"/ IVc
I 198301002

Tembusan Disarnpaikan Kepada Yth,
1. Bapak Gubemur Janrbi di Janfii
2. BapakBupati Sarolangrur di Sarolangrrn;
3. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi;
4. Sdr.Canaat Bathin VIII Di Bathin VIII;
5. sdr.Kepala UPTD Perrdidikan Kecaruatan Bathin VIII di Barhin vItr ;

ffi


